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KATA  PENGANTAR

Alkhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat T uhan Y ang

Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga

penyusunan. Rencana K erja ( Renja ) Inspektorat Tahun, 2017 ini dapat

diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Inspektorat merupakan Dokumen

Perencana Kegiatan Bidang Pengawasan Tahunan, disusun berdasarkan

potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi, sebagaimana Rencana Strategis

(RENSTRA) Inspektorat yang berisikan rencana program dan rencana kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2017, dan akan menjadi pedoman bagi

seluruh aparat Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan

untuk Tahun 2017.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana K erja ini, untuk itu

kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Sodangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rencana K erja ( RENJ A ) akan

sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung

terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk

ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. A khirnya

kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya

bagi Inspektorat.

Temanggung, 10 J uni 2016

INSPEK TUR

K ABUPATEN TEMANGGUNG
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Perencanaan K inerja Tahun 2017 Inspektorat ini merupakan suatu tahapan

operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2013-2018 Inspektorat K abupaten

Temanggung, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana

K erja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah

direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain

itu dengan disusunnya Rencana K erja diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi

sampai sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana

telah tercantum dalam Rencana Stratgeis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi

penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu

ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1.   Laiar Belakang

Rencana K erja Tahun 2017 Inspektorat ini merupakan proses

penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana

Strategis Inspektorat periode 2013-2018. Adapun hasjl dari proses ini adalah

berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat. Perencanaan kinerja ini

merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang

akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang

akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat

capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja

ca am rangka pencapaian  sasaran atau  target  yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHUL UAN
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Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai

upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017 menentukan target yang realistis. Oleh

karena itif dalam Rencana K erja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan

yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang

telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian

target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki

maupun yang diperlukan secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 16

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata K erja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah K abupaten

Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan K edua Atas Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 16

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata K erja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah K abupaten

Temanggung, mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan tugas

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintahan desa dilingkungan Pemerintah K abupaten

Temanggung.

A lur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang

Nornor 25 lahun 2004 adalah Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja

SKPD) yang merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang

Uipi-asyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan

S;-\:;T khususnya  dan  pembangunan  tahunan  daerah padaumumnya.
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K enja SKPD rnempunyai fungsi  penting dan  fundamental dalam sistem

perencanaan daerah karena Renja SK PD adalah perencanaan pada unit

organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan

masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada tingkat yang lebih atas.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan  bahwa    setiap

daerah  hams menyusun  rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyelumh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah maupun

tahunan. Untuk setiap daerah (K abupaten/Kota) hams menetapkan Rencana

Pembangunan J angka Panjang Daerah (RPJ PD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJ MD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD). Sebagaimana pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SPK D,

yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SK PD dan mengacu pada

RK PD. Sedangkan RK PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RA PBD), Kebijakan Umum Anggaran (K UA)

dan Prioritas Plafon A nggaran Sementara (PPAS).

Rencana K erja Pembangunan Daerah ( RK PD ) Kabupaten

Temanggung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diseienggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SK PD. Sesuai

amanat tersebut maka Inspektorat pada Tahun 2017 ini menyusun Rancangan

RlNJ A  yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang

momuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang merupakan wujud

i;.-! -.:ak!aniu! uoaya penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi,



kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian V isi dan Misi Inspektorat.

Rancangan  Renja  Inspektorat   disusun  dengan  fahapan  dan

serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1.  Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi  dalam menyusun Rancangan  Renja

. Inspektorat mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi

kinerja dan permasalahan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

a.K ondisi, Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat;

b.Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya;

c.Hasil evaluasi  pencapaian target program dan kegiatan  Renstra

Inspektorat;

d.Peraturan  perundangan  yang terkait  dengan  tugas  dan  fungsi

Inspektorat;

e.Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat.

2. . Analisis gambaran Inspektorat.

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja Inspektorat adalah :

a.Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja

Inspektorat sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.

b.Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis

kebutuhan, pada setiap jenis indikator;

c.Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam

Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun

rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;



d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan

perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan A PBD yang telah

disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;

- e.   Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layakuntuk tahun

rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan

dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun

rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat.

3.  Mereview hasil  evaluasi  pelaksanaan  Renja Inspektorat  tahun  lalu

berdasarkan Renstra Inspektorat.

Review hasil evaluasi mencakup :

a.  Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

yang direncanakan;

• b.   Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

yang direncapakan;

c.Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;

d.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program atau kegiatan tersebut;

e.Implikasi  yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Inspektorat dan kinerja Inspektorat;

f.K ebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Inspektorat dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a.  Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja

program;



b.E valuasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun

sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap

target kinerja Renstra Inspektorat;e'

c.Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan

dengan capaian kinerja program Renstra Inspektorat dan pencapaian visi

dan misi kepala daerah;

d.Identifikasikan  kebijakan  yang  diperlukan  untuk tahun  rencana

berdasarkan capaian kinerja Renstra Inspektorat sampai dengan tahun

berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu kegiatannya dan

bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

4.  Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun

sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu-isu penting yang

. dimaksud mencakup:

a.Sejauhmana tingkat kinerja Inspektorat;

b.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Inspektorat;

c.Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian

program nasional, seperti PMPRB dan SPIP;

d.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;

e.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

stratcgis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

priorilas tahun yang di rencanakan.



5.  Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RK PD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok

ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagii indikatif yang

dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah :

a.Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam

rancangan awal RK PD;

b.Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan

yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RK PD dengan hasil

analisis kebutuhan.

c.Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan A PBD

menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

6.Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

7.Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan

relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk

rnemecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektoral dalam pembangunan daerah.

8.Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan

pcnulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari

pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan

dalam bentuk sebuah dokumen.
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1.2. Landasan Hukum

L andasan Hukum penyusunan Rencana K erja (RENJ A) Inspektorat Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

' 1945;

2.Undang-undang ' Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah K abupaten dalam L ingkungan Propinsi J awa Tengah;

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari K orupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara;

5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

9.T elaahan Kebijakan Nasional.

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan

sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan

pembanganan daerah kabupaten, seperti Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

10.Penyempurnaan Rancangan Renja Inspektorat.

Penyempumaan Rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah

mendapatkan masukan dari T im Penyusun Renja Inspektorat yang telah

disinergikan dengan musrenbang RK PD Kabupaten.

11.Penyesuaian  dokumen  rancangan  Renja  Inspektorat   dengan  hasil

pembahasan forum SK PD.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum

SK PD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan

yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.



6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan rUndang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan K edua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K euangan

A ntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan K inerja Instansi Pemerintah;

13.Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,

Pemerintahan Daerah K abupaten/K ota;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

17  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusuhan,   Pengendalian  dan   Evaluasi   Pelaksatnaan  Rencana

Pembangunan Daerah;

20.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan K euangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun

201 Itentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

" Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,  Pengendalian,   dan  Evaluasi   Pelaksanaan  Rencana

Pembangunan Daerah;

23.Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi K ewenangan Pemerintahan Daerah

K abupaten Temanggung;

24.Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang

' Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah K abupaten Temanggung

Tahun 2005-2025;

2b. Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata K erja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Inspektorat dan L embaga Teknis Daerah K abupaten Temanggung,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan K edua
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Atas Peraturan Daerah K abupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata K erja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah K abupaten Temanggung.

26.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung

.Tahun 2013-2018.

1.3.  Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana K erja Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai

pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan

daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok

ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan

pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2017

adalah antara lain sebagai berikut:

1.Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan tugas pengawasan

Tahun 2017 secara  umum terhadap penyelenggaraan  pemerintahan

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilaksanakan sesuai

dengan V isi, Misi, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;

2.Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun

waktu 1 tahun yaitu Tahun 2017;

3.Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing

program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2017;

4.Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan

kegiatan Inspektorat Tahun 2017;
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5.  Sebagai bahan penyusunan laporan A kuntabilitas K inerja Instansi Inspektorat

Tahun 2017.

1.4.  Sistematika Penulisan, .,

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB   I   Pendahuluan

BAB   II  Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun sebelumnya

BAB  III  Tujuan, Sasaran, Program, Dan K egiatan Inspektorat Tahun 2017

BAB  IV   Penutup
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2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2017, diperlukan adanya

evaluasi atas pelaksanaan Renja untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu evaluasi

terhadap capaian Renja di Tahun 2013, 2014 dan 2015 serta evaluasi terhadap

proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2016.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja

Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2016 terhadap target di

Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra Inspektorat Tahun

2013-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun

sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan

kegiatan yang ada, yaitu :

1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat;

dan

BAB II

EV ALUASIPEL A K SANAAN RENJ A INSPEK TORAT

TAHUN2015
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6.  Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja Inspektorat Tahun 2017 merupakan tahun keempat penjabaran

RPJ MD K abupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususny  ̂yang dijabarkan

lebih lanjut melalui Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan

juga'merupakan penjabaran tahun ketiga Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018.

Salah satu upaya untuk mensejajarkan posisi dari pencapaian target dan

penetapan target di masing-masing RPJ MD adalah dengan melakukan konversi

hasil capaian target Renja Inspektorat   Tahun 2013, 2014 dan tahun 2015

kedalam satuan yang digunakan pada Renja Tahun 2017. Konversi dan

penyesuaian juga dilakukan pada program yang digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2013, 2014 dan 2015. Dengan melakukan

konversi dan penyesuaian kegiatan maka review atau telaahan atas hasil evaluasi

pelaksanaan  Renja Inspektorat tahun  sebelumnya dan realisasi  Renstra

Inspektorat dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Inspektorat dan/atau realisasi APBD. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana

disajikan pada tabel berikut:
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ll=(10/4)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra s/d

tahun 2016

s Capaian

D s/d tahun

10=(5+7+9)

Realisasi

lapaian        l

'rogram   oan

^egiat an s/d ta

bun 2015

Perkiraan Realisa

Target Renstra SK

2015

1

625

8

6.000

135

80%

9

T arget

program

dan

kegiatan

Tahun

2016

100%

100%

100%

100%

72,11 %

8=(7/6}

Tingkat

Reali

sasi (%)

500

8

6.000

135

72,11 %

7

^ealisasi

^^nja

SK PD

500

8

6.000

135

70%

6

"arget

Reri]a

SK PD

"arget dan Realisasi K inerja Program

dan Kegiatan Tahun 2014

1

768

5.500

135

93.75 %

5

Realisasi

Target K i

nerja

Hasil

Program

dan

Keluaran ]

Kegiatan

s/dde

ngan Ta-

hun 2013

1 dan 12

2.500

40

30.000

675

90%

4

Target Akhir

K inerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD)

Terselenggara nya pengadaan

Simwasda dan tersedianya data

pengawasan yang akurat dan

akuntabel

Terselenggara nya kegi atan Gelar

Peng awasan Daerah/ penyele

saian tindak lanjut

Terselenggaranya kegiatan Bintekdan

pemben tukan Satgas SPIP

Terselenggaranya kegiatan

penyusunan LP2P dan LHKP N

Terselenggaranya kegiatan program

Kerja Pe ngawasan Tahunan

Prosent ase Pena nganan Hasil Te

muan Pemerik saan

3

Indikator Kinerja Program (outcomes) ,

Kegiatan (output)

Pengadaan. Pengolahan SIMWASDAdan Unit

Pengendalian Resiko

Pelaksana an L AR  WASDA / penyelesai an tindak

lanjut

Pengendalian Mana jemen pe laksanaan K ebijakan K DH

Pengelolaan L P2P dan L HK PN

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Program Peningkatan Profesio nalisme Tenaga Peme

riksa dan A paratur Pengawasan

e.

d.

c.

b.

a

1.

Otonomi Daerah. Pemerintah

an Umum, A dministrasi Keuangan, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

2

usan/B idang Urusan Peme rintahan Daerah Dan Program/

K egiatan

1

|

i

i

1

K C=8

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Irspektcrat dan

Pencapaian Renstra Inspektorat sid Tahur-, 2C15

Kabupaten Temanggung
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12

12

12

48

10 dan 4

8

16

11

4

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

12

12

12

46

10 dan 4

8

16

ii !      ;oo%

4         100%

8

i

7

12

12

12

12

48

0dan4

8

16

>1

4

6

12

12

12

12

48

10 dan 4

8

12

2 i

60

60

60

60

240

50 dan 16

40

80

55

"6

c

Terseie nggara nya jasa

pemeliharaan ke bersihan kantor

Terseie nggara nya jasa

pemeliharaan dan perijinan

kendara an dinas/ operas!  onal

Terseie nggara nya pela yanan

jasa pera latan dan perleng kapan

kantor

Terseie nggara nya pela yanan

jasa per alatan dan per lengkap an

kantor

Prosentase angga ran Pena ta

usaha an SKPD terhadap total be

anja langsung SKPD dalam

1(satu) tahun

Terselengaranya kegiatan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Tersedianya dokumen obyek

pemeriksaan dan koordinasi

penqawasan antar APIP

Terseie nggara nya kegi atan

pendam pingan Review Laporan

Keuang an, review RK A dan

E valuasi Lakip

Terselenggara nya kegiatan Eva

uasi LA K IP SKPD

Terseie nggara nya oeni laiar      '

ancka -^ee^ dan Sertifika s; J FA

"enaksananya pê ngkatar S3V

meialui B iniek, sosiaiisasi dan

pelalihan

.   3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinnan kenda

raan ainas/ operasional

Penyediaan jasa Per alalan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa surat menyurat

Program Pelayanan A dministrasi Perkan toran

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penyusun an Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) dan koordinasi pengawasan

Review ccLikû e". perencanaan, penganggaran dan

oe'aporan

d

b.

I

d.

3

c. 1

I

h

— j

4

^

4

ri

r

a.   ^er.yusû ar L aporan Capaian K inerja dan Ikhlisar

', r^aiisasi K irerjaSK PD

2  Program Penataan dan Penyempumaan K ebijakan

Sistem dan Prcsedur Pengawasan

 ̂  ^er • sisr Arcrra .̂rsoit oan Sertifikasi J FA

:   ^e r̂graisr s^^ce  ̂daya a^arator pengawas

2                                   ]
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32

5

12

12

12

12

12

12

12

12

(F

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% ;

5

12

12

12

12

12

12

12

12

5

12

12

12

12

12

12

12

12

30

4

12

12

12

12

96.

25

25

60

60 .

60

60

60              12 [

60      ;       12

60              t2 i

60             '2

Terlaksananya pe ngadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya pengadaan per

lengkap an Ge dung kantor

Tersusunnya doku men pe

rencana an pern bangun an dae

rah dan pelapor an (Ren ja , PK ,

Lakip, L PPD, Data base pelapo

an)

Tersete nggara nya pe nyelesai

an tugas diluar jam dinas

Tersele nggara nya koor dinasi

dan pe nyelesai an tugas

Tersele nggara nya kon sultasi &

koor d ke BPK P &  Inspekto rat

prov

Tersele nggara nya pe nyediaan

kebutuh   anmakan   an   dan

minuman

Tersele nggara nya pe nyediaan

bahan bacaan dan per uncang-

undanqan

Tersele nggara nya pe nyediaan

peralatan rumah tangga

Tersele nggara nya pe nyediaan

kcmpo nen insta lasi listrik /bangon

an kantor

~ersele nggara nya pe nyediaan

barang cetakan dan penggandaan

Pengadaan pakaian khusus hari - hari .tertentu

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Penyusunan Doku men Peren Canaan dan Pelaporan

SKPD

Jasa pelayanan per kantoran

Rapat - rapat koordinasi dan K onsullasi Dalam

Daerah

Rapat - rapat koor dinasi dan K onsultasi K eluar

Daerah

Penyediaan makan an dan minuman

P.

R

m.

k.

i

I
i

[

,.  Fenyediaan bahan bacaan dan oeri t̂iang -                1

j.noangan

b.; Penyediaan peralat an rum ah tangga

^enyed:a3n kompo nen instalas; kstrik / penerangan

bangunan kantcr

^eniyec:aan bara"g ce'a^ar dsr perg gandaar

! erse'e iggara ^ya pe ryebiasn

kecur̂ n sn A"K

r aistiu'is <s"'.c
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Dari label 2.1. maka dapat diketahui bahwa sampai dengan Tahun

2015 belum semua program maupun kegiatan dapat mencapai target yang

tercantum pada Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018. Secara lebih rinci maka

program dan/atau kegiatan tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut dalam

beberapa klasffikasi sebagai berikut:"

1.Realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 dan Tahun 2014 untuk semua

program/kegiatan telah memenuhi target kinerja , sedangkan tahun 2015

terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu :

a.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

•K egiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, yaitu :

a.Program Perencanaan Pembangunan Daerah

•Penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan

b.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

•K egiatan Penyediaan jasa surat menyurat

•K egiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas / operasional

•K egiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

•K egiatan Penyediaan alat tulis kantor

•K egiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

•K egiatan  Penyediaan  komponen  instalasi  listrik/   penerangan

bangunan kantor

•K egiatan Penyediaan peralat an rumah tangga

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang -undangan

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
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•K egiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

•K egiatan J asa pelayanan perkantoran

c.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana K antor

•K egiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

•K egiatan Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkap^n kantor

•Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

d.Program Penataan dan-Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan:

•Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

•Pendampingan Review Laporan Keuangan

•Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PK S)

•Penilaian A ngka K redit dan Sertifikasi J abatan Fungsional A uditor

(J FA)

•Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PK PT)

•Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

e.Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

•Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

•Pengelolaan LP2P dan LHKPN

•Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan K DH

•L arwasda/Penyelesaian T indak Lanjut

•Pengoiahan Data Simwasda

f.Program Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

K inerja dan Keuangan

•Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
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A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya at̂ u melebihi target

kinerja program/kegiatan;

a.K enaikan indek harga satuan barang;

b.K urangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Inspektorat :

a.Target capaian menjadi tidak dapat dicapai karena dukungan alokasi

anggaran yang tidak bisa dipergunakan disebabkan sesseuai dengan

standarisasi harga untuk kegiatan rapat-rapat dalam daerah tidak boleh

double anggaran untuk biaya kegiatan pengawasan; dan

b.Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan

dikarenakan terdapat kegiatan yang membutuhkan pendampingan antara

lain dari BPKP Perwakilan dan Kemenpan RB, sedangkan kegiatan

tersebut jadwal pelaksanaannya seringkali bersamaan dengan kegiatan

Kabupaten yang lainnya.

6. K ebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

' mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.:

a.Untuk target capaian yang belum dapat dicapai sampai dengan tahun

berjalan ini maka diperlukan upaya percepatan di tahun  selanjutnya

dengan didukung SDM dan alokasi anggaran yang mencukupi;

b.Diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber/pendampingan

BPK P Perwakilan Provinsi ataupun narasumber yang terkait dengan

bidang pengawasan agar jadwal kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan

kalender kegiatan pengawasan.

3. Realisasi Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;
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Selanjutnya untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Inspektorat

Kabupaten  Temanggung  mengambil  kebijakan  pembangunan  untuk

menanggulangi penyalahgunaan kewenangan dan bentuk praktek-praktek

K K N yan'g meliputi :

a. Kebijakan Internal

1). Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparat Pengawasan

2). Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

3). Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif di SKPD

4). Membangun komitmen dengan seluruh stakeholder pengawasan

b. Kebijakan Eksternal

1). Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat sebagai bentuk komitmen

hasil pengawasan masyarakat

2). Membentuk Satgas SPIP di Kabupaten Temanggung

3). Mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan Inspektorat Provinsi

dan Apip lainnya.

4). Meningkatkan koordinasi dengan SKPD di tingkat K abupaten

2.2.  Analisis K inerja Inspektorat

Inspektorat sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga

Teknis Daerah K abupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata K erja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah K abupaten
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Temanggung, yang mempunyai mandat organisasi untuk melaksanakan  tugas

pengawasan   terhadap    pelaksanaan    urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dan

pelaksanaan urusan pemerintah K abupaten Temanggung, sebagaimana dalam

Pasal 7  ayht (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Inspektorat K abupaten

Temanggung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan  pemerintahan

daerah yang di pimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari

Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dibantu oleh

Inspektur Pembantu Wilayah I, II. III. IV  bersama Kelompok J abatan Fungsional

untuk melakukan pelaksanaan pengawasan,  secara administrasi perkantoran

dibantu oleh  Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu Subbagian

Perencanaan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan serta Subbagian Administrasi

dan Umum. Selanjutnya untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang

mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan  tugas  dan

fungsi  penyelenggaraan pemerintahan daerah serta  pembangunan, maka

pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dengan titik berat pada

upaya yang sungguh-sungguh dalam penanggulangan K K N, sehingga tercipta

tata pemerintahan yang mampu menjadi public goods and public service sesuai

dengan harapan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Sebagaimana Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata K erja Inspektorat K abupaten

Temanggung, Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten

Temanggung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemorintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sedangkan

:;STtya soOagai berikut:
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a.Perencanaan Program Pengawasan;

b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

c.Pemeriksaan,   pengusutan,    pengujian   dan    penilaian    tugas

pengawasan;

d.Evaluasi'dan pelaporan bidang pengawasan ;i?

e.Penyelenggaraan kesekretariatan Inspektorat dan ;

f.Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

. dan fungsinya.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari:

a.1 (satu) orang Inspektur (eselon II b).

b.1 (satu) orang Sekretaris ( eselon III a) yang membawahi 3 orang Sub

Bagian, yaitu:

-Sub Bagian Perencanaan (eselon IV  a)

-Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (eselon IV  a)

-Sub Bagian Administrasi dan Umum (eselon IV  a)

c.4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah (eselon III a), adalah :

. -  Inspektur Pembantu Wilayah I

-Inspektur Pembantu Wilayah II

-Inspektur Pembantu Wilayah III

-Inspektur Pembantu Wilayah IV

d.10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Auditor terdiri dari :

1). 2 (dua) orang sebagai Auditor Muda

3). 3 (tiga) orang sebagai Auditor Pertama

4). 4 (empat) orang sebagai A uditor Penyelia

5). 1 (satu ) orang sebagai Auditor Terampil

e.. 10 (sepuluh ) orang staf.
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":" 4 ":"•*^

K ET

31 orang

13 orang

8 orang

3 orang

5 orang

1  orang

1  orang

3   '   '

J UMLAH PEGAWA I

J umlah

f.   S 2

e. S-1 dan D- IV

d. Sarjana Muda (D-lll)

c.  SMA

b. SMP

a. SD

Kualifikasi Pendidikan:

Kondisi pegawai berdasarkan:

2

URAIAN

1

1

No

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat maka dibutuhkan

dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang

memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di

Inspektorat dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel

Kondisi Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Inspektur

Pembantu

Wilayah IV

Inspektur

Pembantu

Wilayah III

Inspektur

Pembantu

Wilayah II

Inspektur

Pembantu

Wilayah I

Sub Bagian

Administrasi &

Umum

Sub Bagian

Evaluasi dan

Pelaporan

Sub Bagian

Perencanaan

Sekretariat

Kelompok

J abatan

Pungsional

run

Inspektur

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana diuraikan di atas dapat

digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

GA MBA R BAGA N ORGA NISASI

INSPEKTORAT  K A BUPATEN TEMA NGGUNG
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Baik

Baik

Nihil

Nihil

• • - 5 ••.; -.

K eterangan

buah

buah

ĝedung

bidangi

.4  ;

Satuan

23

1

u_ J_ -I

0

3

J umlah

A lat-alal perkantoran

A lat-alat angkutan

Gedung              |

Tanah

2

J enis Sarpras

<*•

0.

b:

a.

1

No

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Inspektorat belum didukung

dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat

dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa

41 % personil di Inspektorat telah berpendidikan S2.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat dapat

digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel

Kondisi Sarana dan Prasarana

Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2015

31 orang

13 orang

18 orang

31 orang

12 orang

10 orang

-

3 orang

5 orang

1 orang

31 orang

.   8 orang

13 orang

9  orang

1  orang

J umlah

b. Perempuan

a. Laki-laki

J enis Kelamin

Jumlah

f. J abatan Fungsional Umum

e. J abatan Fungsional .

d. Eselon V

c. Eselon IV

b. Eselon III

a. Eselon II

J abatan

J umlah

d. GollV r

c. Gollll

b. Golll

a. Goll

Pangkat / Golongan

4

3

2
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Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan

belum cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat.
K etersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan

sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci

pokok bagi pencapaian target kinerja Inspektorat baik yang tertuang dalanA

Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018 maupun didalam Renja Inspektorat Tahun

2017.Indikator kinerja Inspektorat pada periode Renstra 2014-2018 adalah

sesuai dengan apa yang menjadi Indikator K inerja Daerah yang tertuang pada

RPJ MD K abupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Adapun Indikator K inerja

Program Inspektorat beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

berikut :

Rusak

Baik

Baik

Baik

Keterangan

buah

buah

buah

buah

Satuan

9

19

5

0

J umlah

Asset lainnya

Ekstrakomtabel

Buku-buku referensi/

perpustakaan

Alat-alat studio dan

komunika'si

•̂•^ -̂-f- -̂:-nw '̂-f

Jenis Sarpras

d.

c.

b."

a.

No

Sarpras lainnya (untuk selain 4 kategori diatas)
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Sumber: RPMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Indikator kinerja Program Inspektorat sebagaimana tersebut pada tabel

diatas selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam kinerja Inspektorat sesuai

dengan target yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2014-2018.

A dapun indikator pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2008-2013 dapat dilihat

pada Tabel 2.5. berikut:

85

10

Kondisi

A khir

2018

85

9

2016

80

87

' 2017

75

7

2016

70

6

2015

65

5

2014

T arget K inerja

' Temuan

4

Satuan

Target

Prosense

Penangan Hasil

Temuan

Pemeriksaant

3

Indikator

Kinerja Daerah

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan A paratur

Pengawasan

Program Penataan dan

Penyempurnaan K ebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kanlor

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Pelayanan

A dministrasi Perkanloran

2

Program

5.

4.

3.

1.

2.

1

N

0

Tabel

Indikator K inerja Program dan Target K inerja Program

Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun 2014-2018
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13

Catatan

A nalisis

10

12

4

8

16

12

675

8

6.000

135

75%j

12

2015

10

11

4

8

16

12

625

8

6.000

135

70%

11

2014

proyeksi

10

12

4

8

16

8

6000

135

10

2013

10

12

2

8

5.500

135

9

2012

Realisasi Capaian

10

12

4

8

16

12

500

8

6.000

135

75%

a

2015

10

11

4

8

16

12

500

8

6.000

135

70%  |

7

2014

10

11

2

8

20

8

6.000

135

6

2013

10

12

8

6.000

130

5

2012

Tablet Kberja

4

IK K

3

SPM

(Standar

Nasional)

T erlaksananya pemeriksaan

sesuai program kerja

penqawasan

Terlaksananya kenaikan

panqkat Auditor

Terselenggaranya kegiatan

Peiatihan Kanter Sendiri

Terlaksananya Review L aporan

Keuanqan SKPD sesuai SAP

Terlaksananya kegiatan

Evaluasi L AK IP SK PD

Terselenggaranya data hasil

penqawasan yang akuntabel

T erselenggaranya kegiatan

Gelar Pengawasan Daerah dan

Penyeiesaian Tindak Laniut

Terbentuknya Satgas SPIP dan

R T P (Renca na Tindak Pe

ngendalian)

Terwujudnya aparaturyang

bersib dan berwibawa

Terlaksananya program kega

;eng awasan Can basil laporan

pemeriksaan

sentase Penanganan Hasil

uan Pemariksaan

e

d

c

b

a

e

d

c

p

a I

Pro

Ten

1.

1    '                2

mcika'cr K meha Daerah [Indikator

c      b'cgram) Can ncikatcr Kegiatan

label 2.2.

Pencapaian K inerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
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13     '.

12

12

12

12

12

12

12.

12

12

12   .

12

12

12

48

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

48

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

•iO

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

I

9

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

48

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12  .

12

12

12

48

?      |

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

'

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

54

Terseienggaranya kegiat an tugas

diluar jam kantori

Terseienggaranya koordinasi dan

penyelesaian tuqas

Tercukupinya konsul tasi dan

koordinasi ke BPKP dan Inspek torat

Prov

Terpenuhinya makan &  minum

pegawai, rapatdantamu

Tersedianya  bahan  bacaan  dan

perundang-undangan

Tersedianya peralatan rumah tangga

T ersedianya komponen instalasi

listrik/bangunan kantor

T ersedianya  barang  cetakan  dan

penqgandaan

Tersedianya alat bulls kantor

Terselenggaranya jasa pemeliharaan

kebersihan kantor

Terseienggaranya jasa

pemelibaraan dan perijinan

kendaraan dinas / operasional

^erselenggaranya jasa  peralat  an

dan perlengkapan kantor

Terseienggaranya jasa surat

nenyurat

~e'se ê .ggaranya kegiatan 3er="aan

V a^cr 3eiakssr.aar Re'or "~.aS :

. 3:'Ckrasl                           |

2                    •           3
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Ir. CUK  SUGIY ARSO. MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19590913 198903 1 002

Temanggung,  10 J uni 2016

INSPE K TUR

K A BUPATE N T EMA NGGUNG

13

31

5

5

12

32

5

5

32

5

5  •

'0

30

3

9

5

5

8

32

5

5

7

4

-

30

3

5

1

43

Tersedianya pengadaan pakaian

' kitcsus hari-hari tertentu

: Ter!aksananya pengadaan

cerlê gkapar gedong kantor

~es^s\.-~ys cckcr̂ er cere". Canaan

cer-icarguna  ̂daerah can pelscoran

( ^eija, PK .L A K IP.LPPD, Data

case celaporan)

2
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0

0

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

0

0

J umlah

Belum

14,29

8,11

4

5

0

0

0

%

4

3

2

3

0

0

0

J umlah

Dalam Proses

TindakLanjut

L

85,71

91,89

95.83

95

100

100

100

%

24

34

46

57

'   30

26

22

J umlah

Selesai

28

37

48

60

30

26

. 22

Rek

14

12

21

28

20

15

11

Temuan

J umlah

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tahun

8

i

6

5

4

3

2

1

No

TABEL

Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan T indak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK/lnspektorat Provinsi Tahun 2008-2015

22,33

27,80

0,40

17.55

2.11

_0161

%

280

228

41

136

19

1

3

0

J umlah

Belum

2,15

0,59

0,28

8.26

0.22

0.16

%

27

48

286

64

2

1

0

0

Jumlah

Dalam Proses

75,52

66,34

68,98

74.19

9̂7\6fT

99.68

99.62

100

%

947

544

707

575

878

'  630   '

782

450

J umlah

Selesai

T indakLanjut

1254

820

1025

775

899

632

785

450

Rek

1254

820

1025

775

899

632

785

450

Temuan

Jumlah

176

111

125

110

130

113

151

123

LHP

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tahun
N

0

1

2

3

' 4

5

6

7

8

Dari tabel di atas diketahui bahwa Pencapaian K inerja Inspektorat

Kabupaten Temanggung dari Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Penataan dan Penyempumaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan didukung dengan kegiatan secara

rinci dijabarkhn dalam target kinerja, realisasi dan proyeksi pencapaian kinerja

yang akan dicapai.

Selanjutnya capaian sasaran optimalisasi Penyelesaian Tindak L anjut

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2008-2015 sebagai berikut :

TABEL

Rekapitulasi Temuan, Rekomendasi Dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2015
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2.3.  Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat

Berdasarkan isu-isu strategis pada  RPJ MD Kabupaten Temanggung memuat

strategi   dan  arah  kebijakan  pembangunan  daerah,  program-program

pembangunan daerah yang harus disertai dengan penetapan target kinerja.

Dari isu-isu strategi RPJ MD tersebut didalamnya termasuk  pelaksanaan

pembangunan dan sistem pengawasan pengendalian intern yaitu Pemberantasan

*Berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011, mulai tahun 2012 tidak digunakan

lagi pengelompokan Kewajiban Setor Temuan Hasil Pemeriksaan.

37,85

18,39

18.62

0

0

0

4.35

0

%

17.084.633

6.278.359

6.574.502

0

978,500

Rp

Sisa

62,15

78,06

81,37

0

95.65

100

% -

28.055.320

26.653.208

28.716.885

0

11,079,000

6,853,800

21,498,725

1,110,000

Rp

Disetor

45.139.953

34.145.977

35.291.379

0*

11,079,000

6,853̂ 00_

22,477,225

1,110,000

Nilai

Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah

2015

2014

2013

2012

r 2011

2010

2009,

2008

Tahun

8

7

6

5

3

4

2  ,

1

No

TABE L

Rekapitulasi Kewajiban Setor K epada Negara/Daerah

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2012

6,11

83,56

-

28.14

2.41

1.95

0

0

%

3.287.500

627.272

-

12.129.446

1.332.429

737.047

-

-

Rp

Sisa

93,89

91,64

100

71.86

97.59

98.05

100

100

%

50.560.874

6.880.197

34.661.500

30.972.728

53.881.136

37.054.667

59.760.983

37.845.571

Rp

Ditarik

53.848.374

7.507.469

34.661.500

43.102.174

55.213.565

37.791.714

59.760.983

37.845.571

Nilai

Kerugian Negara / Daerah

2015

2014

2013

2012

2010

2011

2009

2008

Tahun

8

7

6

3

4

5

2

1

No

TABEL

Rekapitulasi K erugian Negara / Daerah

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2015
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Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (K K N) serta tuntutan perwujudan good and clean

governance yang semakin kuat.

Oleh karena itu semua aspek yang berkaitan dengan pengendalian dan

pengawasan'pelaksanaan pembangunan perlu dioptimalkan peran'ddn fungsinya,

yaitu :

1.  Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Inspektorat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar Urusan

Pemerintah, Pemerintah dapat :

a.Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;

b.Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku

wakil  Pemerintah; atau

c.Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau

pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Mengacu pada penjelasan di atas, yang mana Pemerintah Pusat dapat

menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya (asas dekonsentrasi),

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah (asas desentralisasi), maupun menugaskan sebagian urusan

kepada pemerintahari daerah (asas tugas pembantuan), maka diperlukan

sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sinergi dapat diwujudkan antara lain dengan penyamaan pemahaman

khususnya terkait dengan program dan kegiatan pengawasan yang tertuang

dalam Rencana Strategis K ementerian Dalam Negeri Tahun 2010 - 2014

dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi J awa Tengah 2013 - 2018

dan Renstra Inspektorat K abupaten Temanggung.
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' Dari aspek pemerintahan umum, sejalan dengan implementasi kebijakan

otonomi daerah dan desentralisasi, peran Pemerintah dan Pemerintah

Daerah  menjadi  sangat   penting  dalam pelaksanaan  fungsi-fungsi

pemerirftahan  umum, khususnya  terkait   dengan '.' p'enyelenggaraan

dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, wilayah administrasi  dan

perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Pencapaian program

dan kegiatan dari aspek ini, telah menunjukkan hasil yang cukup positif.

Terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, dalam

rangka pembinaan keserasian hubungan dan kerjasama antara Pemerintah

' dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah K abupaten/Kota maupun

antar Pemerintah Daerah, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan

penguatan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan. Upaya ini

telah menghasilkan beberapa capaian, antara lain telah terbangunnya

kerjasama  pengembangan  dan  peningkatan  pendayagunaan  potensi

perekonomian daerah, pengembangan kerjasama regional baik bidang

maupun bidang lainnya, serta pengembangan daerah perbatasan.

2.  Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

• SK PD.

Proses reformasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan

kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari

berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan

kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga

pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-

pormasaiahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah
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meningkatkan  kesadaran masyarakat   dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan

masyarakat dan tuntutan  publik atas akuntabilitas  serta transparansi

penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan oleh masyarakat dan berbagai

pihak terfnasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut merupakan

kontrol kepada Pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan

• adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas K K N

menuntut  aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan yang efektif,

efisien,  dan  mengutamakan  kepuasan  publik  di  semua  tingkat

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparatur pengawas, sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri

bahwa tugas pembinaan dan pengawasan ke depan akan semakin berat.

Untuk itu berdasarkan analisis kondisi saat ini dan proyeksi ke depan baik

internal maupun eksternal telah diidentifikasi dari berbagai aspek maka akan

berdampak/ berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam pencapaian visi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk 5 tahun

kedepan, yaitu :

a.Perubahan sistem pemerintah daerah;

b.T untutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;

c.Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Temanggung;

d.Masih lemahnya SPIP di SK PD dan Pemerintah Kabupaten;

e.T untutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan  yang good

governance;

f.Pergeseran paradigma pengawasan A PIP;
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Secara lebih rinci grand issues tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

• a.   Perubahan sistem pemerintah daerah

Dengan telah dilantiknya Bupati Temanggung periode Tahun 2013-2018

terdapat Pergantian kepemimpinan daerah, yang secara tidak langsung

membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang

didalam RPJ MD Provinsi J awa Tengah Tahun 2013-2018 yang harus

disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat sehingga terjadi

keselarasan antara visi misi Pemerintah K abupaten dengan Inspektorat

Kabupaten Temanggung.

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan

prinsip transparansi yakni menjadi lebih transparan, bertanggung

jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-

baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh

SK PD. Hal ini tentunya juga membawa implikasi terhadap Inspektorat

yang sampai dengan sekarang tuntutan dari publik atas hasil-hasil

pengawasan inspektorat;

' c.  Upaya mempertahankan opini WTP atas L aporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah

daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah

Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK . Mengingat Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini
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menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah

Kabupaten Temanggung agar Pemerintah K abupaten Temanggung lima

tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu

perhatian serius dari Pemerintah K abupaten Temanggung agar peran

Inspektorat K abupaten saat ini dan kedepan dalam metaksanakan reviu

laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan

optimal. K omitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam

Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan K inerja Instansi Pemerintah;

d.  Masih  lemahnya  SPIP di  SK PD  dan  Pemerintah  Kabupaten

Temanggung.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan

oleh APIP maupun BPK  merupakan pertanda bahwa SPIP masih

belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi

Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan

tupoksi SK PD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

yaitu :

1)Pasal 47 ayat (1) : Menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

2)Pasal 47 ayat (2); Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:

•pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

dan

•pembinaan penyelenggaraan SPIP.
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e.  Tuntutan  penerapan  prinsip-prinsip tata  pemerintahan  yang good

governance.

Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan

akunlabilitas penyelenggaraan negara yang belum rfiampu diterapkan

dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya

birokrasi dan menjadi pemicu munculnya bebagai penyimpangan-

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada

birokrasi;

f.    Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari

paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan

orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan

kepada SK PD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat

selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun

harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder yang ditandai dengan

adanya perubahan peran paradigma A PIP sebagai conceling partner dan

quality assurance untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang

transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas

akuntabilitas kinerja.

3.  Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

• program nasional/internasional.

kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang

dapat berpengaruh terhadap pencapain visi misi organisasi yaitu terdiri atas

kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut  ;
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K urangnya sarana dan prasarana

audit yanq berlaku.

mencerminkan kode etik dan norma

pemeriksa yang belum

2.  Masih adanya perilaku tenaga

(PFA) maupun non fungsional

tenaga Pengawas, baik fungsional

1.  Terbatasnya kualitas dan kuantitas

spesifikasi bidang urusan pemerintahan;

SOTK  yang belum mengarah pada

etika dan standarisasi pengawasan.

dan profesional baik secara prosedur,

belum dilaksanakan secara akuntabel

4. Proses  bisnis  pengawasan  yang

menyeluruh.

belum terintegrasi secara

3. Sistem pelaporan dan tindak lanjut

pengawasan.

terhadap mute dan kualitas hasil

2. Belum adanya sistem pengendalian

penerbitan L HP;

hasil pengawasan dan ketertambatan

rendah ditandai dengan produktivitas

1. K inerja pemeriksaan yang masih

3       .':-.'

(Weaknesses)

Kelemahan    -

m:

pengawasan

rangka kegiatan

Informasi (Tl)  dalam

2.  K eberadaan Teknologi

Inspektorat;

dalam penguatan peran

Kab. Temanggung

1.  Dukungan Inspektur

telah mencukupi

dari tingkat pendidikan formal

pengawas yang dimiliki dilihat

Manusia (SDM) aparatur

Kualitas Sumber Daya

dan sinergi pengawasan.

kegiatan diklat pengawasan

BPKP terutama untuk

antara Inspektorat Propinsi,

Adanya kerjasama yang baik

Rakor Penyusunan PKPT;

terpadu antar APIP melaiui

pengawasan yang sudah

Sistem perencanaan

2  .••:•.     •

(Strengths)

Kekuatan

Strategis

Lingkungan

Manusia

Sumber Daya

K elembagaan

4

T~

2

1.  Sistem/kebijakan

1

Aspek

(weaknesses) sebagaimana tabel dibawah

Analisis Kondisi L ingkungan Strategis

1. L ingkungan Internal

L ingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam

organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh orgahisasi itu sendiri

yaitu Inspektorat K abupaten Temanggung. L ingkungan internal

dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan
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3.  Pola Pembinaan P2UPD

dari Kementerian Dalam

Negeri belum jelas.

4.  Belum adanya regulasi

yang mengatur secara

khusus spesifikasi dan

jenis pengawasan

Inspektorat.

2.   Upaya

mempertahankan opini

BPK  "Wajar   Tanpa

Pengecualian",

Inspektorat       perlu

berperan lebih optimal

dalam melaksanakan

tugas   Reviu   alas

Laporan Keuangan.

1. Keinginan dan

stakeholders bahwa

Inspektorat selaku

APIP dapat menjadi

mitra untuk

memberikan solusi

bagi permasalahan di

Unit Kerjanya;

3

•    Tantangan  * " "*'

(Threats)

1.  Tuntutan penguatan peran Inspektorat

sebagai quality assurance dalam

berbagai peran dan fungsi SK PD di

K abupaten T emanggung.

2.  T untutan peran Inspektorat dalam

berbagai fungsi sebagai institusi

pelaksana pengawasan, termasuk

mengemban amanat sebagai mitra

audit oleh Institusi pusat dan provinsi.

3.  Terbitnya Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari

K K N.

Tahun 2008 tentang SPIP dan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah.

2.   Terbitnya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Terbitnya Peraturan

Perundang-Undangan tentang Penguatan

peran Inspektorat dalam Pengawasan,

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan

dan kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Nomor 60

1   Komitmen unsur pimpman daerah (Bupati,

Sekda, dan SK PD) dalam mewuiudkan

pemerintahan yang baik dan mendukung

penyusunan Laporan K euangan

Pemerintah Daerah sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP);

2

Peluang

(Opportunities)

2   Kelembagaan

I    Sistem/kebijakan

•      1   •<

Aspek

2. L ingkungan Eksternal

L ingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar

organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu

sendiri yaitu Inspektorat K abupaten Temanggung. Lingkungan eksternal

dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang { opportunities) dan tantangan

[threats) sebagaimana tabel dibawah ini:



41

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat daerah yang sekaligus merupakan bagian dari

sistem pemerintahan daerah, berkewajiban menjamin terselenggaranya

sistem pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi yang

diinginkan adalah mendorong perwujudan pencapaian tujuan

penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yaitu :

a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin

baik;

ranah hukum.

yang berkembang ke

bertambahnya kasus

.  Kecenderungan semakin

Penegak Hukum;

ditangani oleh Aparat

K abupaten yang

dihadapi oleh SKPD

permasalahan yang

4.  Semakin bertambahnya

penjamin mutu;

Kabupaten sebagai

peran Inspektorat

3.  Tuntutan SKPD terhadap

Kabupaten

pengawasan Inspektorat

transparansi basil

2. T untutan publik atas

Daerah;

keuangan Negara/

penyimpangan

penyimpangan-

menemukan

dianggap tidak mampu

K abupaten, karena

eksistensi Inspektorat

masyarakat terhadap

maupun elemen

1.  Kepefbayaan dari LSM

Daerah)

(Badan       Kepegawaian

Pemerintah      Kabupaten

tergantung  dari  kebijakan

tambahan tenaga pemeriksa

J umlah    dan    kebijakan

r. '•   -'-•J -_<.V :̂--,^;r

Temanggung.

kepada     Inspektorat       K abupaten

berbagai  tindak  penyimpangan PNS

2.  Adanya  aduan  masyarakat   (entang

Temanggung;

pengawasan • di   SKPD  Kabupaten

Provinsi, BPK  dan BPKP atas hasi

1.  Keberadaan mitra seperti  Inspektora

Inspektorat

atau   personil   PNS yang  bekerja  d

Ada peluang menambah tenaga pemeriksa

, •' ' " 2.

Strategis

4  Lingkungan

Manusia

3   Sumber Daya
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b.Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;

c.Pemeliharaan hubungan yang serasi ( bersinergi) bersinergi antara Pusat

dan Daerah serta antar Daerah  dalam menjaga keutuhan Negara

Kesafuan Republik Indonesia.i!

Guna terselenggaranya sistem dan terwujudnya tujuan penyelenggaraan

. pemerintahan daerah tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan

daerah termasuk di dalamnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien

serta berhasil guna. Dengan demikian, kedepan sistem pengawasan

mempunyai peran yang strategis dalam keberhasilan penyeienggaraan

sistem pemerintahan daerah utamanya untuk mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik. Strategis karena pengawasan merupakan cermin

terwujudnya prinsip-prinsip karakteristik good governance dan clean

goverment.

Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berubah secara

• dinamis maka fenomena yang muncul dan pada akhirnya akan melahirkan

paradigma baru dalam pengawasan yaitu dari paradigma pengawasan masa

lalu yang sering diberi  istilah  "watchdog" karena dilakukan  dengan

pendekatan birokrasi, orientasi menghukum, instruktif, kurang memberi

solusi, kurang memberi kesempatan auditan untuk menjelaskan sesuatu,

bergeser  ke  arah  paradigma katalis  dan "counseling partner"  yang

dilaksanakan dengan pola koordinatif, partisipatif, konsultatif, memberi solusi

atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan.

K ondisi yang akan datang, paradigmanya adalah "counseling partner dan

quality assurance" yang  dilaksanakan  dengan pola  pembinaan dan

pengawasan untuk rnenghantar unit kerja (SK PD) dalam rangka peningkatan

produktivitas dan kualitas kinerja sesuai rencana dan ketentuan.

I-
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Dari uraian-uraian di atas, proyeksi ke depan penyelenggaraan sistem

pengawasan setidaknya hams  ada dua unsur  utama dalam sistem

pengawasan yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang bertujuan untuk

mewujudkcin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan ipenyelenggaraan

pemerintahan daerah serta mewujudkan sistem pemerintahan  yang baik

(good governance), termasuk di dalamnya keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan sehingga akan mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin

akan terjadi. Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-

pemborosan,  kebocoran  dan  penyimpangan  atau  penyalahgunaan

wewenang, tenaga, uang dan barang milik daerah, untuk itu perlu terbinanya

aparat yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Secara umum terdapat 4 (empat) faktor kunci keberhasilan Inspektorat dalam

menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, yaitu :

a.  Mandat Penguatan Peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan

perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak

terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan

perundang-undangan. Salah satu penguatan peran Inspektorat tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan

bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat

K abupaten yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

urusan   Pemerintahan   Kabupaten,   Pemerintahan   K ecamatan,

Pemerintahan Desa/Kelurahan. Sebagai SK PD yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang pengawasan pengawasan perlu ditindaklanjuti

I

f
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nspektorat sebagai sekretariat Tim

Evaluasi          Penyelenggaraan

3emerintah Daerah (Ps. 13)

APIP    pada     K ementerian

Negara/lembaga/ pemerintah daerah

melakukan  reviu  atas  laporan

<euangan dan kinerja dalam rangka

meyakinkan  keandalan  informasi

yang disajikan sebelum disampaikan

oleh             menteri/pimpinan

embaga/gubemur/bupati/   walikota

^pd pihak-pihak berwenang. (pasal

33ayat3).

Pengawasan terhadap:

a  pelaksanaan           urusan

pemerintahan         didaerah

Kabupaten/Kota;

b pelaksanaan  pembinaan  atas

penyelenggaraan

pemerintahantahan desa; dan

c  pelaksanaan           urusan

pemerintahan desa (Ps.26)

3

Kewenangan

Peraturan     Pemerintah

Nomor 6 Tahun  2008

tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Peraturan     Pemerintah

Nomor 8 Tahun  2006

Tentang       Pelaporan

Keuangan  dan  K inerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah

Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

2

Dasar Hukum.

3

2

1

1

No

oleh Inspektorat dengan mereposisi diri sehingga mandat ini dapat

dilaksanakan sesuai amanat yang diemban. Secara umum mandat yang

diterima Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan meliputi :
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b. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang baik

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan kepemerintahan dari

tata kelola pemerintahan yang tertutup, tidak partisipatif, dan dominan

menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah.

Perubahan penyelenggaraan kepemerintahan tersebut diharapkan dapat

Monitoring dan evaluasi atas aksi

pencegahan/pemberantasan korupsi

yang dilakukan setiap SK PD

a. Mendorong percepatan

pemerintahan yang bersih dan

bebas K K N (pasal 2)

b. Fasilitasi LHK PN ke

Kabupaten/Kota

a. Pengawasan  intern   meliputi:

audit,        reviu,     evaluasi,

pemantauan,    dan  kegiatan

pengawasan lain; (Ps. 48 ayat 2)

b. Fasilitasi penyelenggaraan SPIP

di   lingkungan    Pemerintah

Provinsi J awa Tengah;

c. Inspektorat   Provinsi melakukan

reviu  atas  laporan keuangan

pemerintah   daerah   provinsi

sebelum disampaikan Gubernur

kepada BPK  (Ps. 57 ayat 2).

3

Deraturan Presiden Nomor

55 Tahun 2012 tentang

Strategi Nasional

3encegahan dan

Pemberantasan K orupsi

Jangka Panjang Tahun

2012-2025 dan J angka

l̂enengah Tahun 2012-

2014

Peraturan Pemerintah

Nomor 81 Tahun 2010

tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi

Peraturan     Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP

2

6

5

4

1
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memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik

maupun kinerja pemerintah. Komitmen pemerintah tersebut diikuti

dengan terbitnya paket Undang-undang Keuangan Negara (Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,

dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) supaya pengelolaan

keuangan negara/daerah akuhtabel, Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang SPIP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan K euangan dan K inerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian

dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui

(1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih

opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap perubahan

regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan

peran Inspektorat.

c. Penguatan K ompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam

membentuk para pengawas yang memiliki integritas dan profesionalisme

dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

Penguatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya terletak pada

sisi kualitas namun juga sisi kuantitas, untuk meningkatkan kuantitas bisa

dengan rekruitmen tenaga PFA, sedang untuk meningkatkan kualitas

aparat pengawas dilakukan dengan peningkatan penyelengaraan

bimbingan teknis dan diklat atau mengirimkan para pengawas untuk

mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.



Untuk meningkatkan kualitas aparat pengawas tidak hanya terpusat pada

kemampuan dan keahlian aparat pengawas saja, namun yang tidak kalah

Ipentingnya adalah  peningkatan  kualitas  moral  aparat  pengawas

sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan sel l̂u mendasarkan

pada etika dan standar pemeriksaan

d. K oordinasi dan sinergisitas pengawasan antar APIP

Kebijakan pengawasan yang setiap tahun diterbitkan oleh Kementerian

Dalam Negeri menjadi landasan bagi Inspektorat dalam melaksanakan

7 I  •      .tugas  dan kewenangan dibidang pengawasan.  K oordinasi dalam

s? 1   i

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyelesaian tindak lanjut

antar APIP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat

J enderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Kabupaten/Kota) selama

ini yang sudah terprogram dan periodik menjadi kunci dalam pencapaian

visi misi Inspektorat. Dalam hal ini, Inspektorat K abupaten Temanggung

setiap tahunnya telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di K abupaten

Temanggung yang merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan

kegiatan pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sinergisitas pelaksanaan

pengawasan antar APIP, baik dengan Inspektorat Provinsi maupun

Inpektorat Kabupaten/K ota. Sinergi pengawasan yang selama ini sudah

dilakukan yaitu joint audit antara Inspektorat J enderal K ementerian

Pekerjaan Umum (A udit T ugas Pembantuan dan Dekonsentrasi),

Inspektorat J enderal K ementerian Pendidikan dan K ebudayaan (Audit

Program K ependidikan), Inspektorat J enderal K ementerian Dalam Negeri

(Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan

Audit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan).

47
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5.  Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah

daerah gufia mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa,

maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan

pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek

K K N, yaitu:

a.Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparat pengawasan;

b.Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan;

•c.  Peningkatan pengawasan yang efektif;

d.Peningkatan kpordinasi pengawasan antar APIP;

e.Membudayakan SPIP di'SKPD;

f.Mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan K orupsi (PPK).

Review terhadap rancangan awal RK PD 2017

1.Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan

membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses perbandingan tersebut meliputi- perbandingan program, kegiatan,

lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan

• awal RKPD.

2.A lasan mengenai proses tersebut dilakukan

Setiap SK PD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SPK D,

yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada

RKPD. Sedangkan RK PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan A nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(K UA) dan Prioritas Plafon A nggaran Sementara (PPA S).

2.4,
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3.Penjelasan tentang proses dan catatan penting.

Rencana K erja Pembangunan Daerah (RK PD) K abupaten Temanggung

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya

dengari memperhatikan seluruh aspirasi pemantjku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang

diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD.

4.' Rancangan awal RK PD Tabel

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana

tabel 2.4. berikut :
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Program dan

kegiatan sudah

sesuai dengan

Renstra Inspek

orat dan

^ancangan Awal

R K PDTahun

2016

V 2

Catalan

Penting

50.000.000

50.000.000

30.000.000

746.473.000

i

11

(ebutuhan Dana

(Rp)

" 2̂5

8

6.000

135

85%

10

Target

Capaian

Terselengga

rakannya kegiatan

Gelar Peng

awasan Daerah

dan Penyelesal an

T indak Lanjut

Teibentuk nya

Satgas SPIP dan

R TP(Renca na

T indak Pe

nqendalian)

Terwujudnya

aparaturyang

bersih dan

berwibawa

Terlaksana nya

program kerja

peng awasan dan

hasil  laporan

pemeriksaan

Prosentase

'enanganan Hasil

Temuan

Pemeriksaan

9

IndikatorK inerja

K ab.Temanggung

K ab.Temanggung

Kab.Temanggung

K ab.Temanggung

8

L okasi

LA R WAS DA  & K oor

dinasi Pe nyelesaian

Tindak L anjut

Pengendalian Manaje

men pelak sanaan

Kebijakan K DH

Pengelola an LP2P dan

LHK PN

Pelaksana an

pengawasan internal

secara berkala

7

Program/K egiatan

HASIL  ANAL ISIS KE BUTUHAN

50.000.000

50.000.000

30.000.000

746.473.000

6

Pagu Indikatif

(Rp)

625

8

6.000

135

85%

5

Target

Capaian

Terseienggaranya

kegiatan Gelar

Pengawasan

Daerah dan

Penyelesaian

T indak Lanjut

Terbentuknya

Satgas SPIP dan

R T P (Renca na

T indak Pengen

dalian)

Terwujudnya

aparaturyang

bersih dan

berwibawa

Terlaksana nya

program kerja

pengawasan dan

hasil laporan

pemeriksaan

Prosentase

3enanganan Hasil

T emuan

Pemeriksaan

4

IndikatorK inerja

K ab.Temanggung

K ab.Temanggung

K ab .Temanggung

K ab.Temanggung

3

L okasi

LARWAS DA  & K oordinasi

Penyelesaian Tindak Lanjut

Pengendalian Manajemen

pelaksanaan Kebijakan K DH

Pengelolaan LP2P dan

L HK PN

Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Program Peningkatan

Profesjonalisme Tenaga

Pemeriksa danAparatur

Pengawasan

d

c

b

a

2

r̂ogram/K eg iatan

RANCANGAN AWAL  RKPD

a SKrD: Inspektorat K abupaten Temanggung
\arr

label 2.4.

REV IEW TERHADAP RA NCANGA N AWAL PX PD TAHUN 2016

K ABUPA T=tv TEMA NGGUNG



51

j

12

4.325.000

75.000.000

30.000.000

33.000.000

40.000.000

36.300.0QO

40.000.000

j

15.300.000

11        |

12"

••n

48

10

11

4

8

IB

12

10

Tersetengga

ranya jasa surat

menyurat

Terselengga

rakannya ke

giatan Penilaan

Mandiri

Peiaksanaan

Refor masi

Birokra krasi

Terlaksanan nya

pemerik saan

sesuai program

kerja penqawasan

Teriaksana nya

kenaikan pangkat

Auditor

Terselengga

rakannya ke

giatan Pelatih an

K antor Sendiri

Teriaksana nya

Review L aporan

K eu angan SK PD

sesuai SAP

erlaksana nya

kegiatan E valuasi

LAK IP SK PD

: erseiengga

ran.ya dafo r.asil

oerg awasan     1

anq akuntabei

9

Kab.Temanggunc

K ab.Temanggung

Kab.Temanggung

K ab.Temanggung

K ab.Temanggung

K ab.Temanggung

K ab.T emanggung

Kab.1erTcn9gu.1s

8

Penyediaan jasa surat

menyurat

Program Pelayanan

A dministrasi

perkantoran

Penilaian Mandiri

Pelaksana an Refor

masi Biro krasi

Penyusun an Program

Kerja Peng awasan

Tahunan (PK PT)

Penilaian Angka K re

dit dan Serti fikasi J FA

Pelaksana an Peiatih

an K antor Sendiri

(PKS)

Pendampingan

^eview Laporan

K euangan

Penyusun an L aporan

Capaian K i nerja dan

Ikhtisar rea lisasi Kiner

J a SKPD

Pengolahan data

Simwasda

7

4.325.000

75.000.000

30.000.000

33.000.000

40.000.000

36.300.000

^0,000.000

15 000.000

6

12

48

10

11

4

8

16

'2

5

T erselenggaranya

jasa surat

menyurat

Terselenggaranya

kegiatan Penilaan

Mandiri Peiaksa

naan Refor masi

Birokrasi

Terlaksanannya

pemeriksaan

sesuai program

kerja penqawasan

Teriaksana nya

kenaikan pangkat

Auditor

Terselenggaranya

kegiatan Pelatih

an Kantor Sendiri

Terlaksarianya .

^eview L aporan

K euangan SKPD

sesuai SAP

erlaksananya

regiatan Evaluasi

LAKIP SKPD

erselenggaranya

ata hasil pe"g

wasan yang      i

(untabel         L

A

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

Kab.Temanggung

K ab.T emanggung

^ab.Temanggung

K ab.Temanggung

K ab.Temanggung

a.    Penyediaan jasa surat

menyurat

Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

Penilaian Mandiri Pelaksana

an Reformasi Birokrasi

Penyusunan Program Kerja

Pengawasan Tahunan

(PK PT )

Penilaian Angka K redit dan

SertitikasiJ FA

Peiaksanaan Peiatihan

K antor Sendiri (PKS)

3

f.

e

d

c   •

1   o .'  Pencamphgan Review

Lasoran K euangan

Peny^s^na". Lapcran

reniisasi K iner ,a SK FD

Program ^enataan dan

^enyempurnaan Kebijakan 1

S stem dan prosedur

Penaawasan

^^gc ana" cata S lr"wasda  ' K ab.Temanqg.ing

' •   2            :        3

2.

?.

i    1
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i

12

70.000.000

14.517.800

2.500.000

550.000

600.000

13.000.000

16.500.000

1.650.000

55.000.000

5.000.000

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

Tercukupi nya

konsul tasi dan

koordinasi ke BPK P

dan Inspek torat

Prov

Terpenuhi nya

makan &  minum

pegawai, rapat dan

tamu

Tersedianya bahan

bacaan        dan

perundang-

undangan

Tersedianya

peraiatan    rumah

tangga

Tersedianya  -

komponen instalasi

l istrik/bangunan

kantor •

T ersedianya barang

cetakan        dan

penqqandaan

Tersedianya   aiat

tulis kantor

Terselengga ranya

asa pemeiihara an

tebersih art kantor

Terselenggaranya

asa pemeiiharaan

dan perijinan

(endaraan dinas / •

operasional

Tersetenggaranya

jasa peraiat an dan

perieng      kapan

tantor

S

KabTemanggung

KabT emanggung

KabTemanggung

KabTemanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

KabTemanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

8

Rapat - rapat koor

dinasi dan K onsulta si

Keluar Daerah

Penyedia an makan an

dan minuman

Penyedia an bahan

bacaan dan per undang

-undangan

Penyedia an peraiat an

rumah tangga

Penyedia an kompo nen

insta last l istrik /

penerang an bangun an

kantor

Penyedia an barang

cetakan dan peng

qandaan

Penyedia an alattulis

^antor

Penyedia an jasa

kebersihan kantor

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

lerijinan kendaraan

dinas / operasional

Penyedia an jasa

Peraiatan dan

oerlengkapan kantcr

7

70.0Q0.000

14.517.800

2.500.000

550.000

600.000

13.000.000

16.500.000

1.650.000

55.000.000

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12   ;        5.0CC.Q0C ;

5     !           6

T ercukupinya

konsuitasi dan

koordinasi ke BPKP

daninspektorat

Prov

Terpenuhinya

makan & minum

pegawai, rapatdan

tamu

Tersedianya bahan

bacaan        dan

perundang-

undanqan

Tersedianya    pe

aiatan      rumah

tangga

T ersedianya   kom

ponen     instalasi

listrik/bangunan

kantor

Tersedianya barang

cetakan        dan

penggandaan

Tersedianya   aiat

ulis kantor

Tersetenggaranya

asa pemeiihara an

;ebersihan kantor

erselenggaranya

asa pemeliharaan

an perijinan

;endaraan dinas /

perasional

Tersetenggaranya

jasa peraiatan dan

jeriengkapan kantor ;

4

KabTemanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

K abT emanggung

KabTemanggung

K ab.T emanggung

k.    Rapat-rapatkoor

dtnasi dan K onsuitasi

K eluar Daerah

j.      Penyediaan makan n

dan minuman

L    Penyediaan bahan

bacaan dan per

undang - undangan

h.   Penyediaan peralatan

rumah tangga

g.   Penyediaan kompo

neninstalasi listrik/

penerangan bangun

an kantor

f.     Penyediaan barang

cetakan dan peng

qandaan

e    Pehyediaan alal tulis  i

kantor

d    Peryediaan jasa

kebersihan kantor       j

c.    -^^nyeciaan jasa      I K abTemanggung

oemeliharaan dan    {

cenjinan kendaraan   j

cinas/cperasiona!   j

^    =e'-yecia3i jasa       K ab.Temanggung

^e'a'a'a" car

ce''ens<acah kâ tc

32             ;
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. MSi

•̂ .  Pembina Utama Muda

19590913 198903 1002

Temanggung,  10#Iuni 2016

INSBOT UR

K A BUPA TET OEMANGGUNG

12

8.000.000

1.000.000

1C.993.400

3.261.500

11

6

5

12

12

10

J ersedianya

pengadaan

pakaian khusus

hari-hari tertentu

T erlaksana

nya pengada

an perleng

kapan gedung

kantor

Tersusun nya

doku men peren

canaan pern

bangunan daeran

dan pelaporan

( Renja, PK ,

LAK IP. LPPD,

Data base

pelaporan)

Terselengga

ranya kegiat an

tugas diluar jam

kantori

J erseleng

garanya

koordinasi dan

penye lesaian

tuqas

9

K abJ emanggung

K abJ emanggung

KabJ emanggung

K ab Temanggung

K abJ emanggung

8

Pengadaan pakaian

khusus hari - hari

tertentu

Pengadaan

perleng kapan gedung

kantor

Penyusun an          j

Dokumen Pe rencana

an dan Pelaporan

SK PO            !

Jasa pelayanan per     ,

kantoran                i

i

Rapat • rapal

K Oordinasi can

Konsuita si Daia^

Dae-3"  .

7

60.000.000

1.000,000

10.993.400

3.261.500

6

32

5

5

12

12

5

J ersedianya

pengadaan

pakaian kbusus

harL hari tertentu

Terlaksananya

pengadaan

perleng kapan

gedung kantor

Tersusunnya doku

men perencanaan

pembangunan

daeran dan

pelaporan   (

Renja, PK , LA K IP,

LPPD, Data base

pelaporan)

"erselenggaranya  !

kegiatan tugas

diluariam kantor

K abJ emanggung

K abJ emanggung

KabJ emanggung

K ab.Temanggung

Kab.-emanggung i :erselenggaranya  j

• kocdhasi dan    !

cerye:esaian

. . tugas             [

3          i          *        i

P   Pengadaan pakaian

khusus hari - hari

lertentu

0  Pengadaan perleng

kapan gedung kantor

"•      Penyusunan Dokumen

P  ̂rencanaan dan

Pe!aporan SKPD

J asa celayanar, per

kantoran

Racer - rapa;           ;

kocrcinasi da^

Kc-s^ras âam

^ae-a-

2                :



2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program kegiatan yang diusulkan Inspektorat tidak berkaitan secara langsung

dengan pelayanan kepada masyarakat., namun demikian terdapat sinergitas

kegiatan yang dilaksanakan dengan Inspektorat Provinsi J awa Tengah.

f j

ill

rap
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BAB III

TUJ UAN, SASARAN, PROGRAM DAN K EGIATAN

INSPEKTORAT  TAHUN 2017

3.1.  Telaahan terh'adap K ebijakan Nasional'•'

Dalam rangka mendukung .pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010-

2014, K ementerian Dalam Negeri telah menetapkan 13 (tiga belas) Program

Strategik K ementerian Dalam Negeri. Adapun Program Strategik yang terkait

langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur K ementerian Dalam Negeri. Program ini

merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam

Negeri dan pemerintah daerah.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan

mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau

kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja

program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan

setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2013-2018.

Ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang

mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah

(RPJ MD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018, telah ditetapkan Indikator

K inerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenain ukuran

a . '
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keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode

masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian irtdikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode

RPJ MD dapat dicapai.

Indikator K inerja Program Inspektorat K abupaten Temanggung adalah

Prosentasi penanganan hasil pemeriksaan , yang diukur dengan jumlah

penanganan temuan dibagi jumlah temuan kali 100% , dan dihitung berdasarkan

temuan hasil pemeriksaan terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan pada obyek pemeriksaan di

wilayah K abupaten Temanggung.

3.2. T ujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang hendak dicapai

dalam periode 2013-2018 adalah:

1.'  Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah daerah

yang professional dan kompeten.

!Sasaran yang akan dicapai:

;a. Meningkatkan kualitas SDM Aparat Pengawas

!b. Meningkatnya jumlah SDM Apaatur pengawas sesuai kualifikasi teknis

yang dibutuhkan.

c.  Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan
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2.  Terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib dan taat azas.  .

Sasaran yang akan dicapai:

a.Meningkatnya  tertib administrasi  penyelenggaraan  pemerintahan

daerah melalui pengawasan rutin dan berkala.''

b.T erwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan

akuntabel, serta ketercapaian opini WTP.

c.Terwujudnya penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan yang

lebih efektif.

d.T erselenggaranya pengawasan tematik

Ie. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik

I

| j3. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK  dan APIP

lainnya.

Sasaran yang akan dicapai:

I1a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas koordinasi dengan BPK  dan APIP

lainnya.

b.  Meningkatnya sinergi antar APIP.

4.  Meningkatnya  kualitas  penyelenggaraan  SPIP, SAK IP dan  Sistem

Pencegahan K orupsi.

Sasaran yang akan dicapai :

a.Mendorong penyelenggaraan SPIP di SK PD

b.Mendorong penyelenggaraan SAK IP yang lebih efektif

c.T erselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

d.Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa pemerintah.

e.T erselenggaranya zona integritas
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3.3. Program dan Kegiatan

a. • Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan.

Program,  pengawasan  yang  dilaksanakan   Inspektofat'   Kabupaten

Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah :

1.Program peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan A paratur

Pengawasan

2.Program Penataan dan Penyempurnaan K ebijakan Sistem dan prosedur

Pengawasan

• 3.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

b.  Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rekapituiasi program dan  kegiatan, antara lain meliputi       Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur

Pengawasan dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

•  J umlah program dan kegiatan, sebagai berikut :

1.  Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan:

a.K egiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

b.K egiatan Pengelolaan L P2P dan LHK PN

c.K egiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan K ebijakan K DH

d.K egiatan Gelar Pengawasan dan K oordinasi Penyelesaian T indak

Lanjut

e.K egiatan Pengolahan DataSimwasda.



2.  Program Penataan  dan  Penyempurnaan  K ebijakan  Sistem dan

Prosedur Pengawasan :

a.Penyusunan L aporan Capaian K inerja dan Ikhtisar Realisasi K inerja

,  SK PD  ̂.

b.Pendampingan Review L aporan Keuangan

c.Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

d.Penilaian A ngka K redit dan Sertifikasi J FA

e.Penyusunan Program K erja Pengawasan Tahunan (PK PT)

f.Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi

 ̂]                           3.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

|•!a. K egiatan Penyediaan jasa surat menyurat

1 jb. K egiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

| •c. K egiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

| jdinas / operasional

fjd. K egiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

[j• e. K egiatan Penyediaan alattulis kantor

i]f. K egiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

|jg. K egiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

jbangunan kantor

• jh. K egiatan Penyediaan peralat an rumah tangga

'i.  K egiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan

',j. K egiatan Penyediaan makanan dan minuman

Ik. K egiatan Rapat - rapat koordina si dan Konsultasi Ke luar Daerah

II.  K egiatan Rapat - rapat koordina si dan Konsultasi dalam Daerah

m. K egiatan J asa pelayanan per kantoran

n.  K egiatan  Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

SK PD

o.  K egiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

59
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2.004.401.155

1.822.273.777

1.656.703.434

1.506.184.940

1.384.996.555

Alokasi Anggaran Inspektorat

(RP)

2018

- 2017

2016

2015

2014

Tahun Anggaran

5

4

2

T~

1

No

Sedangkan estimasi anggaran Inspektorat untuk 5 tahun ke depan

diproyeksikan sebagai berikut:

1.219.404.000

1.159.491.100

1.229.196.500

1.154.219.800

897.406.800

A lokasi Anggaran Inspektorat

(Rp)

2016

. 2015

2014

2013

2012

Tahun Anggaran

5

4

3

2

1

No

Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2013 - 2018

berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam

RPJ MD kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 - 2018 dengan

etap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut :
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c.Penjelasan rumusan program dan kegiatan  .

Rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD,

baik jenis (xogram/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi fceduanya.

d.Tabel rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2016, sebagai berikut :



62

0

0

0

39.930.000

59.895.000

46.585.000

993.555.563

93,10%

92,96%

92.06%

99,42%

83.65%

96,37 %

94,83%

37.870.043

46.946.980

9.825.500

70.083.366

36.026.596

29.328.500

390.497.350

40.676.200

50.501.5001

10.672.900

70.493.000

43.069.000

30.432.000

411.782.000

64.220.000

61.320.000

12.450.000

42.495.000

50.600.000

32.470.000

446.438.000

DA U

OA U

DA U

DA U

DA U

DA U

DA U

75.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

60.000.000

45.000.000

527.900.000

orang

kali

bulan

Temuan

SK PD

lembar

L HP

11

4

12

625

8

6.000

135

11

4

12

625

8

6.000

135

K ab. T emanggung

Kab. T emanggung

Kab. Temanggung

K ab. T emanggung

Kab. T emanggung

K ab, T emanggung

K ab, T emanggung

Tedaksananya pengelotaan J FA

Tedaksananya peningkatan SDM

melalui Bintek, Sosilisasi dan

Pelatihan

Tersedianya data pengawasan yang

akurat dan akuntabei

Terselenggaranya K egiatan Gelar

Pengawasan Daerah dan

Penyelesaian T indak L anjut

Terselenggaranya Bintek dan

pembentukan Saigas SPIP SK PD

Terselenggaranya        kegiatan

penyusunan L P2P. LHK A SN dan

LHK PN

Tersedianya     lapcran    basil

pengawasan

1 Pengelolaan Jabatan Auditor

Peningkatan  sumber   daya

aparalur pengawas

Pengolahan Simwasda dan

1 UNIT  penqendalian Resiko

Pelaksanaan    LA RWASDA

/Penyelesaian T indak L anjut

Pengendalian    Manajemen

pelaksanaan K ebi k̂an K DH

Pengelolaan LP2P, L HK A SN

dan LHKPN

Pelaksanaan    pengawasan

internal secara berkala

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

OTONOM1 DAER A H, PEME R INT AHAN UMUM, ADMINIST R ASI K E UA NGA N. PE R A NGK A T  DAERA H, K EPEGA WA IAN DA N PERSANDIA N

2.000.000

I

99.79%983.925986.0001.500.000DA U1.500.000Dokumen55Kab. T emanggungTersedianya dokumen perencanaan

pelaporan  SK PD (Renja  ,RKA ,

DPA ,R K PA<DPPA ,LAK IP, L PPD)

Penyusunan      Dokumen

Perencanaan  dan  Elaporan

SK PD

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BE L ANJ A  LANGSUNG

6

1 b

4

1

-Y

A .

2-

1

A

1

14

Prakirasn â/

Rencana 2016

13

%

12

Realisasi

11

Alokasi

K inega A nggaran Tahun 2015

10

A lokas;

Anggarann

Tahun 2016

9

Sumber

Dana

S

Pagu

Indikatif

7

Satuan

6

Taigei

K inerja

5

Rencana

Indikator

K inega.

4

lokasi

Rencana Tahun 2017

2             i                  3

Indi^ator K inerja Program/K egiatan

-̂'usan/Bidang Lfrusan

\rC  . Perr.enntahan Daerah, da^

Program K egiatan

SK PD : INSPE K TORA T K ABUPATENT E MANGGUNG

RENCANA  PROGRAM DAN K EGiA T AN SK PD T AHUN 2017

DA N PRA K IRA AN MAJ U T AHUN 2018

PE MERINTAH K A8UPAT E N TEMANGGUNG
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798.600

878.460

25.768.160

22.542.535

2.415.765

73.205.C  ̂\

I

5.756.575

98 4̂ %

96,41 %

99,79 %

99,47 %

87,91 %

91,56%

99,99%

1.205.600

657.500

14.289.925

17.333.500

1.756.445

56.666.589

2.199.694

1.226.008

682.000

14.320.000

17.426.000

1.998.000

61.893.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

16.000.000

18.960.000

2.000.000

57.693.000

3.100.000

DA U

DAU

DA U

DAU

DA U

DAU

DAU

1,500.000

1.000.000

16.000.000

20.000.000

2.000.000

65.500.000

3.100.000

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

K ab.

Temanggung

K ab.

Temanggung

K ab.

Temanggung

K ab.

Temanggung

Kab.

Temanggung

K ab.

T emanggung

K ab.

Temanggung

Tersedianya kebutuhan peralatan

rumah tangga

T ersedianya kebutuhan komponen

instalasi l istrik dan penerangan

bangunan kantor

Tersedianya barang cetakan, foto

copy dan penggandaan

Tersedianya  kebutuhan alat tuiis

kantor

Tersedianya kebutuhan alat

kebetsihan

T ersedianya jasa service

kendaraan dinas, penggantian

Tersedianya kebutuhan kantor

yang memerlukan benda-benda

pos

Penyediaan  peralatan

rumah tangga

Penyediaan  komponen

mstalasi     listrik    /

penerangan  bangunan

kantor

Penyediaan    barang

celakan           dan

penggandaan

Penyediaan alattulis

kantor

Penyediaan       jasa

kebersihan kantor

Penyediaan "     jasa

pemeliharaan     dan

dinas / operasional

Penyediaan  jasa   surat

menyurat

Program Pelayanan Administrasi perkantoran            '                                                  *                                                                                                                                                    :

199.650.0CG

47.916.000 !

53,240.000

i

66,559,000

I

95,68%

99,83%

86,82%

92.47 %

24.608.722

95.696.338

26.271.900

15.540.076

25.718.900

95.860.000

30.259.000

16.806.000

20.155.000

98.943.000

69.010.000

18090.000

DA U

DAU

DA U

DA U

j

25,000.000

100.000.000

85.000.000

21.000 000

1

Dokumen

Dokumen

K egiatan

UnkK erjaJ

SKPD

Unit K erja/

SK PD

48

10

8

16

48

10

4

8

16

K ab.

Temanggung

Temanggung

K ab.

T emanggung

K ab.

Temanggung

K ab,

Temanggung

Terselenggaranya kegiatan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

pengawasan antarA PIP

Penilaian      Mandiri

Pelaksanaan  R eiormasi

Birokrasi

7,

5.

6,

4,

3.

2.

1.

C

a

Kerja        Pengawasan

T ahunan   jPK PT)   dan

Kpordinasi pengawasan

2     Review    Cosurrer ! T erselenggaranya kegiatan

Perencanaar,           !  pendampingan dan review laporan

Pelaporan             ; L KjiP

Casa.ar  <-ê a   c3-   LAK 1P S<PD

srtisar rea.isas n̂eria

5K PO                 ;

Program Penataar pan Panyempurnaan K ebnakan Sistem dan prosedur Pengawasan

3.
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Pembina Utama Muda  ,

19590913 198903 1002

G

1.776.793.15694,51 %

100%

o

!

" \

I

i

47,27 %

90,53 %

91.70%

1.095.845.113

12.000.000

1.040.000

11927.000

84.419.000

1.159.491.500

12.000.000

.  2.200.000

13175.000

92.063.000

1.219.404.000

*~

DAU

1.607.630.000

12.000.000bulan12

8.000.000DA U

9.500.000

75.300.000

DA U

DA U

DA U

potong

2.500.000

14 000.000

100.430.000

Pakel

Paket

Pakel

3

3

5

12Kab.

TemanggungAkhirT ahunKeuangan AkhirTahun

Program Peningkatan dan Penegeembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab.

Temanggungkhusus hari-hari tertentuKhusus        hari-hari

tertentu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3

' 3

5

Kab.

Temanggung

K ab.

Temanggung

Kab.

Tersedianya kebutuban

pemeliharaan gedung kantor

Terlaksananya Peralatan dan

a dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

kantor

J asa    Peralatan   dan

Program Peningkatan Saran

Pengadaan

1 i

I

E .

3.

2.

D.

1.

15.972.000

4.658.500 '

2'.255.405

2928.200 I

'4     j

99.80 %

54,74 %

88.12%

94,50 %

13

11.002.000

520.000

11.024 000

• 950.000

'   18.196.000      '6.035.100

2.268.000

12

2.400.000

11

13.200.000

2.600.000

20.000 000

3000.000

10

DAU

DAU

CAU

DAU

9

13200 000

3.000.000

bulan

bulan

12

12

'12     s l̂an         50.000.000

12      bulan   i      3.000.000

6    !     7                8

12

12

12

12

5

Kab.

Temanggung

K ab.

Temanggung

T emanggung

K ab.

T emanggung

Kab.

Temanggung

4

tugas diluar jam kantor

dengan SKPD/obyek pemeriksaan

di Kab.Temanggung

pengawasan

minum pegawai, 'acat dan tamu

:       perkantoran

ban  K cnsuitasi  Daiam

, Daerah

Daerah

can mm^mar

Sanaa-  ca-  ^e'a:j'ar-     bacaan can se'ur-car-g-undar.gan

pe--rcs^g - ^rcsngâ

3-              2 .
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Ir. etJK  SUGIYAO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19590913 198903 1 002

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun

sebagai d6kumen perencanaan kegiatan    bidang pengawasan tahunan

berdasarkan potensi, kekuatan dan kemampuan organisasi untuk menjadi dasar

serta pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan kerja sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rencana Kerja ini berfungsi sebagai tolok

ukur yang mengarahkan  seluruh kegiatan dalam mencapai V isi dan Misi

organisasi; dengan menjabarkannya kedalam sasaran, program dan kegiatan.

Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan

sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat

dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan

sumberdaya pendukung dalam pencapaian V isi dan Misi yang telah ditetapkan,

sehingga  dapat    mendukung  terwujudnya   Pemerintahan  K abupaten

Temanggung yang good governance, efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya

Inspektorat  dalam penyelesaian tindak lanjut  pemeriksaan  memberikan

pemahaman kepada masing-masing SK PD untuk menyelesaikan dan menindak

lanjuti hasil-hasil pengawasan.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat K abupaten Temanggung Tahun

2017 ini kami susun, semoga bermanfaat.

Temanggung, 10 J uni 2016

INSPEK TUR K ABUPATEN

TEMANEGUNG



93,:

Unit

K erja/SKPD

Temanggung
n Laporannerselenggarakannya

nerja dan Ikhtisar Kegiatan E valuasi LAK IP

irealisasi K inerja SK PDISK PD

enataandan p

Teman ûng  -Terlaksananya pengelolaan

JFA

TemanggungTerlaksananya peningkatan

SDM meialui Bintek,

Sosialisasi, dan pelatihan

jabatan

auditor

12.450.00010.672.900

Tersedianya data

! Pengawasan yang akurat dan

akuntabel

IMWASDA

sumberdaya

ngawas

Pelaksanaan LA RWASOA/ iTerselenggaranya K egiatan

Penyelesaian Tindak L anjut jGelar Pengawasan Daerah/

jPenyeiesaian Tindak Lanjut

Pengendalian Manajemen  Terselenggaranya Kegiatan

Pelaksanaan K ebijakan K DH Bintek dan Pembentukan

ISatgas SPIP

jTerselenggaranya kegiatan

Ipenyusunan L P2P dan

LHK PN

iTerselenggaranya kegiatan

program kerja Pengawasan

aksanaan pengawasan

internal .secara berkala

Pengelolaan LP2P dan

L HK PN

m'gk^p̂ ra -̂.^ep̂ g^wai d̂ r̂̂ ^n^^lâ i "̂^ '̂

grampeningkatan profesionaUsme tenaga pemeriksa dan aparatur.pengawasan

1.500.0001  DAU

Temanggung

jProgram Perencanaan Pembangunan Daerah_ _

jPenyusunan Dckumen    [Tersedianya dokumen

Perencanaan danjperencanaan pelaporan

poran SK PDJ SK PD (Renja, RK A , DPA ,

iRK PA, DPPA, LAK IP, dan

[lppd^„_ __^

Daerah, Pemerintahan Umi

A  •> '̂'•' '
_

1. p̂ERENCANAAN PEMBANGUNAN

(101-(0),

J ,tsu.

BE L A NJ A  L ANGSUNG

(2)

Alokasl

AnggaranTahun

2016

Sumber

DanaPagu Indikatif
Target

K inerja

Rlncian

Indikator

K merla-

rja Tahiti" *bl?""

Indikator K Iner(a

Progratn/K egiatan

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerlntahan Dacr̂ h, dan

Program/K egiatan

RENCANA  K E RJA  TAHUN 2017

PEMER INT A H K ABUR A T EN T E  iANGGUNG

SKPD: INSPE K T OR A T



4.655.:. 30

93.292.333

21.255.45;'

2.928.200

798.600

878.460

25.768.160

22.542.535

2.415.765

73.205.CrT .

54,7

97,9

88,1

94,

98,34

96,41

99,79

99,47

87,91

91,56

520.O0C

78.S45.464

16.035.100

2.268.000

1.205.600

657.500

14.289.925

17.333.500

1.756.445

56.666.589l

95O.OOC

80.182.00C

18.196.000

2.400.000

1.226.000

682.000

14.320.000

17.426.000

1.998.000

61.893.000

2.600.00

69.860.00C

20.000.000

3.000.000

1.500.000

'       1.000.000

16.000.000

18.960.000

2.000.000

57.693.000

DAU

DAU

DA U

DAU

DAU

DAU

DA U

DAU

DAU

DAU

1.500.00C

80.000.000

50.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

18.000.000

20.000.000

1.500.000

55.000.000

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

bulan

12

bulan

bulan

bulan

. j

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Temanggung

Temanggung

T emanggung

Temanggung

emanggung

emanggung

emanggung

emanggung

emanggung

dan konsultasi

Terselenggaranya

penyediaan kebutuhan

makanan dan minuman

Terselenggaranya

Penyediaan Bahan bacaan

dan perundang-undangan

Penyediaan Peralatan rumah

tangga

T erselenggaranya

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

erseienggarakannya

enyediaan barang cetakan

Ian penggandaan

erselenggaranya

'enyediaan kebutuhab alat

ulis kantor

eselenggaranya jasa

antor

Terselenggaranya jasa

iemeliharaan dan perijinan

:endaraan dinas/operasional

'  10.

'konsultasi ke L uar Daerah

Penyediaan makanan dan

Iminuman

i             _   —

8.

7.  ;Penyediaan Bahan bacaan

i dan perundang-undangan

rumah tangga

Penyediaan komponen

instalasi iistrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Penyediaan Alat T ulis

Kantor

Penyediaan J asa kebersihan

<antor

^enyediaan jasa          j

pemeliharaan dan perijinan

kendaraan

dinas/operasional

6.

5.

4.

3.

2.

L

C.  iProgram pelayananadministrasi perkantoran

199.650.000

47.916.000

53.240.003

•.

95,68

99,83

86,82

24.608.722

95.696.338

26.271.900

25.718.900

95.860.000

30.259.000

20.155.000

98.943.000

69.010.000

DA U

DAU

DAU

20.000.000

98.000.000

70.000.000

Dokumen •

Dokumen

dan kegiatan

Unit

Kerja/SKPD

48

10

8

Terr.anggung

Temanggung

Temanggung

Terse'enggarakannya

kegiatan Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi

Sirokrasi

Terselenggarakannya

K egiatan PK PT terhadao

?byek pemeriksaan

Terse+enggarakai.nya

kegiatai  endampingan dan

Review [.aporan Keuangan

=e-i:a!a- V arc1-"

Pe aksanaan Reformasi

3irckrasi

1

4

3.   Penyusunan Program Kerja

'"ahunan(PK PT )

Pendampingan Review

L aporan Keuangan

2.




